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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.733, 2019 KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional
Binaan KEMEN-LHK. Penyesuaian.
Pengangkatan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BINAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MELALUI
PENYESUAIAN/ INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Menteri  selaku  Pejabat Pembina  Kepegawaian
mempunyai kewenangan untuk mengangkat Pegawai
Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/ Inpassing;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Dalam Jabatan Fungsional Melalui
Penyesuaian/ Inpassing, Pengangkatan Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dibuka
kembali sampai dengan tanggal 6 April 2021;

c. bahwa pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan
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Mengingat

Hidup dan  Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  melalui  Penyesuaian/Inpassing, telah
dilaksanakan dan berakhir pada Bulan Desember 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui

Penyesuaian/ Inpassing;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 713);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BINAAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS
dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan
organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam
jangka waktu tertentu.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menduduki jabatan fungsional pada instansi
pemerintah.

Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkungan instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kehutanan baik pusat maupun daerah yang sesuai
dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau
melaksanakan usaha perlindungan hutan oleh Kuasa
Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus
di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

Pengendali Ekosistem Hutan adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
pengendalian ekosistem hutan.

Penyuluh Kehutanan adalah PNS dalam lingkungan
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kehutanan baik pusat maupun daerah yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
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oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS yang diberi
tugas melaksanakan proses kegiatan yang meliputi
pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan
kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas
lingkungan.

Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang memiliki
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis
maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang
relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau
belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan
yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional
dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan
jabatan.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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